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ABSTRAK

Pemerintah Provinsi Bali untuk memperluas kesempatan kerja serta menciptakan kesejahteraan
masyarakat dilaksanakan dengan meningkatkan pembangunan baik dibidang pendidikan dan
sumber daya manusia untuk mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam
berbagai aspek menuju kehidupan yang lebih baik diwaktu sekarang maupun diwaktu
mendatang. Tujuan penelitian ini adalah; 1) untuk menganalisis pengaruh upah minimum dan
tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali; 2) untuk
menganalisis pengaruh upah minimum, tingkat pendidikan dan penyerapan tenaga kerja
terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali; 3) untuk menganalisis
penyerapan tenaga kerja memediasi pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap
kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali. Teknik pengumpulan data dengan
pencatatan langsung berupa data upah minimum, tingkat pendidikan, penyerapan tenaga kerja
dan kesejahteraan masyarakat periode tahun 2014-2018. Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukkan upah
minimum dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan
tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali Tahun 2014-2018. Upah minimum, tingkat
pendidikan dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2014-2018. Penyerapan
tenaga kerja memediasi pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap
kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2014-2018.

Kata kunci: Upah Minimum, Tingkat Pendidikan, Penyerapan Tenaga Kerja, Kesejahteraan

Masyarakat

ABSTRACT

The Government of Province Bali to expand employment opportunities and create community
welfare is carried out by increasing development in the field of education and human resources
to prosper and improve people's lives in various aspects towards a better life now and in the
future. The purpose of this study is; 1) to analyze the effect of minimum wages and education
levels on employment in regencies / cities in Bali Province; 2) to analyze the effect of the
minimum wage, education level and labor absorption on the welfare of the community in Bali's
regencies / cities; 3) to analyze labor absorption mediating the effect of minimum wages and
education levels on the welfare of the community in the districts / cities of the Province of Bali.
Data collection techniques with direct recording in the form of minimum wage data, education
level, employment and public welfare in the 2014-2018 period. The data analysis technique
used in this study is path analysis. The results showed the minimum wage and education level
had a positive and significant effect on employment in regencies / cities in Bali Province in
2014-2018. Minimum wages, education levels and employment have a positive and significant
effect on community welfare in districts / cities in Bali Province in 2014-2018. Absorption of
labor mediates the effect of minimum wages and education levels on community welfare in
districts / cities in Bali Province in 2014-2018.

Keywords: Minimum Wages, Education Level, Labor Absorption, Community Welfare
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PENDAHULUAN

Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Indonesia adalah pesatnya
peningkatan jumlah angkatan kerja. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angkatan
kerja di Indonesia pada Agustus 2016 mencapai 121,87 juta jiwa. Jumlah tersebut
meningkat sebesar 1,41 persen (1,7 juta jiwa) dibandingkan keadaan pada Agustus
2015. Peningkatan angkatan kerja menunjukkan penawaran tenaga kerja di dalam
pasar bertambah, namun penawaran tenaga kerja yang bertambah tidak selalu diiringi
dengan permintaan tenaga kerja yang mampu menyerap angkatan kerja (Erick, 2016).
Hal tersebut ditunjukkan dengan masih tingginya angka pengangguran di Indonesia
pada tahun 2016 yaitu sebesar 5,94 persen (7,24 juta jiwa).

Pada dasarnya pemerintah pada suatu wilayah bertujuan untuk memperluas
kesempatan kerja serta menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilaksanakan
dengan meningkatkan pembangunan baik dibidang pendidikan dan sumber daya
manusia untuk mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam
berbagai aspek menuju kehidupan yang lebih baik diwaktu sekarang maupun diwaktu
mendatang. Masih rendahnya tingkat penduduk yang bekerja tidak hanya
menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan
berbagai masalah di bidang sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial.

Kesejahteraan penduduk berkaitan erat dengan pendapatan yang diperoleh
rumah tangga (Aleksandra dan Zbigniew, 2014). Tingkat kesejahteraan di Provinsi

Bali sampai saat ini masih terjadi ketimpangan antara kabupaten/kota seperti tingkat
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kesejahteraan pada Kabupaten Karangasem masih rendah dibandingkan Kota
Denpasar, hal ini disebabkan karena masih rendahnya pendapatan serta tingkat
pendidikan sebagian masyarakat di Kabupaten Karangasem dengan adanya
kewenangan kebijakan otonomi daerah membuat setiap pendapatan daerah di
Provinsi Bali di atur oleh pemerintah setempat, hal ini yang menjadikan pendapatan
setiap daerah di Provinsi Bali mengalami ketimpangan serta terjadinya tingkat
pendidikan yang belum merata. Hal ini yang menyebabkan tingkat kesejahteraan
masyarakat di Provinsi Bali belum sepenuhnya merata, dalam welfare economics,
kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari masalah ketenagakerjaan dalam arti
pendapatan ataupun penghasilan yang diperoleh berkaitan dengan usaha atau
pekerjaan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga (Tina dan Andri, 2018).
Penyerapan tenaga kerja tentunya dipengaruhi oleh faktor tenaga kerja yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pembangunan (Oka dan
Sudarsana, 2015). Tenaga kerja tidak saja dipandang sebagai suatu bagian dalam
penciptaan output, tetapi juga bagaimana kualitas tenaga kerja tersebut berinteraksi
dengan faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan suatu nilai tambah
(produktivitas). Sektor ekonomi akan mengalami perubahan selama proses
pembangunan berlangsung. Begitu pula persentase penduduk yang bekerja diberbagai
sektor ekonomi tersebut juga akan mengalami perubahan. Hal ini tidak lepas dari
pembangunan sumber daya manusia dan penyerapan tenaga kerja (Ade dan Rizky,
2015). Penyerapan tenaga kerja merupakan masalah penting dalam pembangunan

daerah. Tenaga kerja dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu
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daerah, artinya penyerapan tenaga kerja mendukung keberhasilan pembangunan
daerah secara keseluruhan (Amirul dan Wahyu, 2017). Kondisi ketenagakerjaan dapat
juga menggambarkan kondisi perekonomian dan sosial, bahkan tingkat kesejahteraan
penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu (Ari, 2016).

Provinsi Bali menjadi salah satu wilayah yang memiliki jumlah penduduk
yang tinggi. Laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, tidak diimbangi dengan
adanya penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan, umumnya
didasarkan pada kualitas tenaga kerja, yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang
dimilikinya. Pendidikan yang dimiliki akan mempengaruhi produktivitas kerja,
karena pendidikan merupakan modal untuk menciptakan produktivitas yang tinggi
dalam suatu pekerjaan (Samuel, 2017). Tenaga kerja memegang peranan yang sangat
penting dalam roda perekonomian kota, dengan adanya tenaga kerja maka roda
perekonomian serta kesejahteraan dapat berjalan sebagaimana mestinya sehinga
mampu mengatasi pertumbuhan penduduk (Rudi. dkk 2014).

Ade dan Rizky (2015) menyatakan penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan
dari dua sudut pandang, yaitu dari teori klasik dan teori keynes. Teori klasik
mengemukakan pandangan mereka mengenai penyerapan tenaga kerja, yaitu bahwa
tingkat output dan harga keseimbangan hanya bisa dicapai kalau perekonomian
berada pada tingkat penyerapan tenaga kerja penuh (full employment). Sementara,
keseimbangan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja penuh (equilibrium with full
employment) hanya bisa dicapai melalui bekerjanya mekanisme pasar bebas (Dayuh,

2013). Jadi, adanya mekanisme pasar yang bekerja secara bebas tanpa campur tangan
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pemerintah itu merupakan syarat untuk tercapainya keseimbangan dengan
penyerapan tenaga kerja penuh.

Berbeda halnya dari pandangan Keynes, penyerapan tenaga kerja menurut
pandangan Keynes, berbeda dengan klasik. Menurut Keynes, kegiatan perekonomian
tergantung pada segi permintaan, yaitu tergantung kepada perbelanjaan atau
pengeluaran agregat yang dilakukan perekonomian pada suatu waktu tertentu.
Diartikan dengan pengeluaran agregat adalah pengeluaran yang dilakukan untuk
membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sesuatu perekonomian dalam suatu
periode tertentu, dan hanya bisa diukur untuk suatu tahun tertentu.

Tingkat kesejateraan masyarakat di Provinsi Bali tidak begitu berjalan dengan
lancar karena di samping tingkat kepadatan penduduk yang begitu besar juga
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah sehingga tidak semuanya dapat
diserap dalam dunia kerja (lzatun, 2015). Selain itu, tidak hanya dipengaruhi oleh
tingkat pendidikan yang rendah tetapi banyak yang berpendidikan tinggi namun tidak
diserap dalam dunia kerja karena tidak berkualitas atau tidak mempunyai skill dan
lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan keinginan para pencari kerja
sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat tidak merata (Devanto, 2015). Pendidikan
yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi produktivitas kerjanya, karena dengan
pendidikan inilah seseorang memiliki modal untuk melakukan produktivitas di dalam
suatu pekerjaan yang sesuai kreteria yang diinginkan oleh suatu perusahaan sehingga

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Arikunto, 2014:87).
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Fenomena susahnya orang berpendidikan tinggi mendapatkan kerja di
negerinya sendiri (tentu dengan gaji yang "layak") itu bukan menjadi monopoli khas
Indonesia. Harap diingat di Negara-negara padat penduduk seperti India, Pakistan,
Iran, Mesir atau China misalnya kejadian yang sama juga mereka alami (Dian dan
Marhaeni 2015). Betapa banyak lulusan perguruan tinggi dari negara yang disebutkan
di atas terpaksa bekerja mengadu nasib di luar negeri karena di negaranya tidak ada
lowongan yang memadai. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang
pendidikan untuk mencapai tujuan tersebut, maka dari itu pendidikan sangat berperan
penting dalam meningkatkan kualitas manusia disuatu bangsa (Yuni dan Sudibia,
2015).

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang
berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan (Imam, 2016). Manusia dalam
peranannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain
sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan, oleh
karenanya dibutuhkan menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang
produktif yang mengacu pada pendidikan (Desi, 2018). Pendidikan merupakan tujuan
pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Menurut Meier dan Rauch (dalam
Izatun, 2015) pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat
memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya
adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan
pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi

produksi agregat. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk
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kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk
mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang
berkelanjutan (Todaro, 2011:87). Dengan demikian sekurangnya pendidikan perlu
diperhatikan oleh Pemerintah sehubungan dengan upaya memperluas kesempatan
penduduknya untuk mencapai kesejateraan masyarakat.

Secara empirik ditemukan juga adanya gap riset dari penelitian yang
dilakukan oleh Yustiana (2017) menemukan bahwa penyerapan tenaga Kkerja
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
Namun, dalam beberapa kasus penyerapan tenaga kerja tidak selalu menunjukkan
adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan penelitian Taufik dan
Eny (2014) yang membuktikan bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh negatif
terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Emilia (2015) berpendapat yang
sama dalam penelitiannya dimana penyerapan tenaga kerja tidak berpengaruh
terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penyerapan tenaga kerja digunakan sebagai variabel mediasi dalam penelitian
ini, karena pasar tenaga Kkerja, seperti pasar lainnya dalam perekonomian
dikendalikan oleh kekuatan penawaran dan permintaan, namun pasar tenaga kerja
berbeda dari sebagian besar pasar lainnya karena permintaan tenaga kerja merupakan
tenaga kerja turunan (derived demand) dimana permintaan akan tenaga kerja sangat
tergantung dari permintaan akan output yang dihasilkannya (Todaro, 2011::487).

Dimensi masalah ketenagakerjaan bukan hanya sekedar keterbatasan lapangan atau
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peluang kerja serta rendahnya produktivitas namun jauh lebih serius dengan
penyebab yang berbeda-beda (Simanjuntak, 2015: 89).

Peningkatan produktifitas sumber daya manusia berkaitan langsung dengan
peningkatan mutu pendidikan nasional. Secara empirik ditemukan juga adanya gap
riset dari penelitian yang dilakukan oleh Dwi. dkk (2018) menemukan bahwa
penyerapan tenaga Kkerja berpengaruh positif dan signifikan dalam memediasi
hubungan pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Penelitian
yang dilakukan oleh Yustiana (2017) menemukan bahwa penyerapan tenaga kerja
memediasi hubungan positif penerimaan upah minimum terhadap kesejahteraan
masyarakat. Richard and Robert (2017) berpendapat berbeda dalam penelitiannya
penyerapan tenaga Kkerja tidak memediasi pengaruh pendidikan terhadap
kesejahteraan masyarakat. Siti (2016) membuktikan bahwa penyerapan tenaga kerja
memiliki pengaruh positif tidak memediasi pengaruh pendidikan terhadap
kesejahteraan masyarakat.

Melalui pemaparan masalah yang telah dijabarkan, didukung dengan karya
ilmiah dan teori rumusan masalah dari karya ilmiah ini yang hendak dicapai 1)
Bagaimana pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan
tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali, 2) Bagaimana pengaruh upah minimum,
tingkat pendidikan dan penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan masyarakat di
kabupaten/kota Provinsi Bali, 3) Apakah penyerapan tenaga kerja memediasi
pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat

di kabupaten/kota Provinsi Bali.
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Melalui pemaparan masalah yang telah dijabarkan, dan berdasarkan rumusan
masalah, tujuan dari karya ilmiah ini yang hendak dicapai 1) Untuk menganalisis
pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di
kabupaten/kota Provinsi Bali, 2) Untuk menganalisis pengaruh upah minimum,
tingkat pendidikan dan penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan masyarakat di
kabupaten/kota Provinsi Bali, 3) Untuk menganalisis peran penyerapan tenaga kerja
dalam memediasi pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap
kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Teori Klasik

Teori klasik, menjelaskan bahwa didalam ekonomi pasar diasumsikan bahwa
seorang pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga (price taker). Untuk
memaksimalkan laba, pengusaha hanya dapat mengatur berapa jumlah karyawan
yang dipekerjakan (Solow, 1956 dalam Arsyad, 1997). Fungsi permintaan suatu
perusahaan akan tenaga kerja didasarkan pada : (1) tambahan hasil marjinal yaitu
tambahan hasil (output) yang diproduksi pengusaha dengan menambah seorang
pekerja, (2) permintaan marjinal yaitu jumlah uang yang akan diperoleh pengusaha
dengan tambahan hasil marjinal tersebut.
Welfare Economics

Definisi welfare economics dalam Black's Law Dictionary (Wolfson,
1997:218) menyebutkan kesejahteraan masyarakat dinilai dari pemerintahan pada
suatu bangsa yang menjalankan berbagai program sosial, seperti tanggung jawab

negara untuk mensejahterakan warga negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar
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hidup, pelayanan sosial, kesejahteraan bagi warga negara menjadi kewajiban negara
baik dari segi penghasilan, pendidikan, pendapatan serta jaminan asuransi kepada
masyarakatnya.
Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan
Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan
material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-—
Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai
dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usaha nya memenuhi
kebutuhan material dan spiritual nya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan
dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang,
papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan
pendidikan, kemudian keamanan dan ketentaraman hidup.
Faktor-faktor Kesejahteraan Masyarakat

Badan Pusat Statistik Indonesia (2018) menerangkan bahwa guna melihat
tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat
dijadikan ukuruan, antara lain adalah:
Tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan
membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan. Tingkat pendidikan

keluarga. Tingkat kesehatan keluarga.
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Tenaga Kerja

Sumber daya manusia (SDM) atau human resources mengandung dua
pengertian. Pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja atau
jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini SDM mencerminkan
kualitas usaha yang diberikan oleh seorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan
barang dan jasa. Tenaga kerja memiliki beberapa definisi, menurut UU No 13 Tahun
2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Todaro (2011:112), penyerapan tenaga kerja merupakan penerimaan
tenaga kerja untuk melakukan tugas (pekerjaan) atau suatu keadaan yang
mengggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan untuk siap diisi oleh para pencari
pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang
terserap pada suatu sektor dalam waktu tertentu (Alexandra, 2014). Jika diasumsikan
bahwa suatu proses produksi hanya menggunakan dua jenis faktor produksi yaitu
tenaga kerja (L) dan modal (K), maka fungsi produksinya adalah:
QU = F (L, KE) oottt et et s ettt st (2.1)
Faktor-Faktor Lain Yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja
Naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang

bersangkutan (Simanjuntak, 2015).
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Apabila harga barang-barang modal turun, maka biaya produksi turun dan tentunya
mengakibatkan pula harga jual per unit barang akan turun.
Upah Minimum

Menurut Mankiw (2003) upah senantiasa menyesuaikan diri demi terciptanya
keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Tingkat upah dan
kuantitas tenaga kerja telah menyesuaikan diri guna menyeimbangkan permintaan
dan penawaran (Hung and Shengquan, 2014). Ketika pasar berada dalam kondisi
ekuilibrium, masing-masing perusahaan “membeli” tenaga kerja dalam jumlah yang
menguntungkannya, berdasarkan harga atau upah ekuilibrium itu berarti setiap
perusahaan telah merekrut pekerja dalam jumlah dimana nilai produk marjinal sama
dengan upah (Kiran et al., 2014).
Tingkat Pendidikan

UU No. 20 Tahun 2003 menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan
yang diselenggarakan oleh negara yang bertujuan agar warga negaranya mendapatkan
ilmu pengetahuan yang dapat mengurangi tingkat ketertinggalan dan keterbelakangan

suatu daerah (Arikunto, 2014:56).
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Indikator Pendidikan

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 (2003), indikator tingkat pendidikan terdiri
dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan adalah tahapan
pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan
yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

Kerangka Konseptual Penelitian

Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No. 7 tahun 2013 juga
menyatakan mengenai upah minimum yaitu upah bulanan terrendah yang ditetapkan
oleh gubernur sebagai demikian pula dengan kemampuan setiap sektor dalam
menyerap tenaga kerja.

Kenaikkan upah berarti menaikkan kemakmuran penduduk, penelitian
Nurhikmah (2017) menyatakan upah memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan
tenaga kerja. Vivi (2016) menyatakan upah memiliki pengaruh positif terhadap
penyerapan tenaga kerja. Yustiana (2017) membukitkan hal yang sama dimana upah
memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Sejalan dengan
pendidikan yang tinggi, maka laju pertumbuhan angkatan kerjanya pun cukup tinggi.

Berdasarkan penelitian (Emilia, 2015) menyatakan bahwa tingkat pendidikan
memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Akmal (2010)
membuktikan hal yang sama tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap
penyerapan tenaga kerja. Gideon et al. (2013) menyatakan hal yang sama dengan
tingkat pendidikan yang tinggi berpengaruh positif dalam meningkatkan penyerapan

tenaga kerja.
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Berdasarkan welfare economics dalam Black's Law Dictionary (Wolfson,

1997:218) menyebutkan kesejahteraan masyarakat dinilai dari pemerintahan pada

suatu bangsa yang menjalankan berbagai program sosial, seperti tanggung jawab

negara untuk mensejahterakan warga negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar

hidup, pelayanan sosial, kesejahteraan bagi warga negara menjadi kewajiban negara

baik dari segi penghasilan, pendidikan, pendapatan serta jaminan asuransi kepada

masyarakatnya.
Upah Minimum
X
( 1) B3 el e2
N‘
Penyerapan Kesejahteraan
Tenaga Kerja |—P5®] Masyarakat (Y2)
(Y1)
/Z

Tingkat Ba
Pendidikan
(X2)

Gambar 1 Kerangka Konseptual

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari pokok permasalahan yang akan

diuji kebenarannya. Berdasarkan pada rumusan permasalahan, tujuan penelitian, dan

kajian-kajian teori yang relevan ataupun hasil penelitian yang sebelumnya (Sugiyono,

2013:112) maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Upah minimum dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

penyerapan tenaga kerja.
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Upah minimum, tingkat pendidikan dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Penyerapan tenaga kerja memediasi pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan

terhadap kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk kuantitatif dan bersifat asosiatif dengan bentuk
hubungan kausal. Penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui pengaruh atau
hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014:68).

Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Bali yang dibagi menjadi 9
kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan data-data yang dikeluarkan Badan Pusat
Statistik, Dinas Ketenagakerjaan, Badan Penanaman Modal dan Perizinan, yang
terkait dengan obyek penelitian.

Obyek penelitian adalah suatu hal atau apa saja yang menjadi perhatian dan apa
saja yang diteliti (kamus bahasa Indonesia, 2008). Penelitian ini memfokuskan kajian
pada empat variabel upah minimum, tingkat pendidikan, penyerapan tenaga kerja,
dan kesejahteraan masyarakat. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah variabel
upah minimum (X1) dan tingkat pendidikan (X2), variabel mediasi adalah penyerapan
tenaga kerja (Y1) dan variabel endogen adalah kesejahteraan masyarakat (Y?>).

Data kualitatif adalah data 9 Kabupaten/Kota yaitu Badung, Bangli,
Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan dan Denpasar dan

data lain yang mendukung penelitian ini. Sumber data primer dan sekunder yang
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dipergunakan seperti observasi mengenai data upah minimum, tingkat pendidikan,
penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di 9 Kabupaten/Kota yaitu
Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan
dan Denpasar.

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Jalur (Path Analisis)

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis
jalur (path analysis). Teknik analisis ini digunakan dalam menguji besarnya
kontribusi yang ditunjukan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari
hubungan kausal atau sebab akibat antara variabel bebas (independent) terhadap
variabel terikat (dependent). Adapun langkah-langkah dalam analisis jalur (path
analysis) adalah sebagai berikut:

Langkah pertama dalam analisis jalur adalah merancang model berdasarkan konsep
teoritis yaitu: upah minimum dan pendidikan berpengaruh langsung terhadap
penyerapan tenaga kerja, upah minimum, tingkat pendidikan dan penyerapan tenaga
kerja berpengaruh langsung terhadap kemiskinan. Tenaga kerja, upah minimum
berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan
tenaga kerja; Langkah kedua menentukan persamaan model structural; Langkah
ketiga yaitu perhitungan koefisien jalur menggunakan software SPSS versi 24.0
melalui analisis regresi yang distandardisasi (standardized coefficients beta) untuk
pengaruh langsungnya, sedangkan pengaruh tidak langsungnya merupakan perkalian

antara koefisien jalur yang dilalui setiap persamaan dan pengaruh total adalah
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penjumlahan dari pengaruh langsung dengan pengaruh tidak langsung; Langkah
terakhir di dalam analisis jalur adalah melakukan intepretasi hasil analisis.
Pengujian Pengaruh Tidak Langsung

Pengujian pengaruh tidak langsung merupakan cara untuk menguji kekuatan
pengaruh tidak langsung antara variabel bebas (Xi) terhadap variabel terikat (Y?2)

melalui variabel intervening (Y1).

Tabel 1
Hubungan Variabel Langsung dan Tidak Langsung sertaPengaruh Total
. Pengaruh

Hubungan Variabel Langsung Tidak Langsung Total
X1 —» Y B1 - B1
Xi— Y2 B2 - B2
Xo—3 YY) B3 B1X Bs Bs+ (B1 X fs)
Xo _,Yz B4 BZ X BS By + (BZ X B5)
Yi—>» Y2 Bs - Ps

Sumber: Hasil Penelitian, 2020
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisis Jalur

Berdasarkan persamaan substruktural 1 dapat digunakan untuk mengetahui
pengaruh langsung variabel bebas upah minimum (X1) dan tingkat pendidikan (X2)
terhadap variabel dependen penyerapan tenaga kerja (Y1). Adapun persamaan regresi
ditunjukkan sebagai berikut.

Y1= 0,241 X1+ 0,595 X, + e1

Tabel 1
Ringkasan Koefisien Jalur Substruktural 1
. Koef. Reg. .
Regresi Standar t Hitung P. Value Keterangan
Xi—» Y, 0,241 2,102 0,042 Signifikan
Xo—» Y, 0,595 5,193 0,000 Signifikan
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Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan persamaan substruktural 1, Friung menunjukkan angka sebesar
18,996 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, artinya bahwa model regresi
pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja
sudah layak (fit).

Berdasarkan persamaan substruktural 2 dapat digunakan untuk mengetahui
pengaruh langsung variabel bebas upah minimum (X1), tingkat pendidikan (Xz) dan
penyerapan tenaga kerja (Y1) terhadap variabel dependen kesejahteraan masyarakat
(Y2). Adapun persamaan regresi ditunjukkan sebagai berikut.

Y2= 0,129 X1 + 0,840 X2 + 0,153 Y1 + €1

Tabel 2
Ringkasan Koefisien Jalur Substruktural 2
Regresi Kgf;;;g' t. Hitung P. Value Keterangan
Xi—>Y; 0,129 4,767 0,000 Signifikan
Xo—»Y, 0,840 25,546 0,000 Signifikan
Y1 —»Y> 0,153 4,443 0,000 Signifikan

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan persamaan substruktural 2, Fniung menunjukkan angka sebesar
518,356 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, artinya bahwa model regresi
pengaruh upah minimum, tingkat pendidikan, dan penyerapan tenaga kerja terhadap

kesejahteraan masyarakat sudah layak (fit).
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Tabel 3
Ringkasan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan

Pengaruh Total Antar Variabel

Pengaruh

Hubungan

- . Total
Variabel Tidak Langsung

Langsung Melalui Y;

X1— Y1 0,241 - 0,241
X2— Y1 0,595 - 0,595
Xi—Y> 0,129 0,036 0,165
Xo—Y> 0,840 0,001 0,931
Yi— Y2 0,153 - 0,153

Sumber: data diolah, 2020
Nilai Kekeliruan Taksiran Standar (Standard Error of Estimate)
Untuk mengetahui nilai e; yang menunjukkan jumlah varian variabel
penyerapan tenaga kerja yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel upah minimum dan

tingkat pendidikan dengan menggunakan rumus.

ei = '\,'."I l - R:l:
e1= /(1—R?) =/1-0,475
e1 = 0,724

Sedangkan untuk mengetahui e> yang menunjukkan jumlah varian variabel
kesejahteraan masyarakat yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel upah minimum,

tingkat pendidikan dan penyerapan tenaga kerja dengan menggunakan rumus

92 = '\,\."I l - R:l:
e2= ./(1— Rf) =,1-0,974
e, = 0,161
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Upah Minimum

Signifikan
(X1)

0,129

Signifikal
0,241

Penyerapan
Tenaga Kerja
(YD

Kesejahteran
Masyarakat(Y2)

Signifikan

Tingkat 0,840
Pendidikan Signifikan
(X2)

Gambar 3
Diagram Analisis Jalur Penelitian

Nilai Koefisien Determinasi Total
Agar dapat mengetahui validitas model, ada indikator untuk melakukan
pemerikasaan, yaitu koefisien determinasi total dengan hasil sebagai berikut.
R2m =1 - (e1%) (&2?)
R2m =1 - (0,475?) (0,974?)
R2m =1 - (0,225) (0,948)
R’m=1-0,213 =0,787
Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh
bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 0,787 atau
dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 78,7 persen dapat
dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya 21,3 persen dijelaskan oleh variabel lain

yang tidak terdapat dalam model.
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Pengujian Pengaruh Langsung

Pengaruh Langsung Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di
Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Nilai standardized coefficient beta sebesar 0,241 dengan nilai signifikansi
0,042 lebih kecil dari 0,05 berarti Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga
kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Pengaruh Langsung Tingkat Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Nilai standardized coefficient beta variabel tingkat pendidikan sebesar 0,595
dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti Ho ditolak. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Pengaruh Langsung Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Kesejahteraan Masyarakat di
Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Nilai standardized coefficient beta variabel penyerapan tenaga kerja sebesar
0,153 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti Ho ditolak. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Pengaruh Langsung Upah Minimum terhadap Kesejahteraan Masyarakat di
Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Nilai standardized coefficient beta variabel upah minimum sebesar 0,129

dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti Ho ditolak. Dengan
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demikian dapat disimpulkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Pengaruh Langsung Tingkat Pendidikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di
Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Nilai standardized coefficient beta variabel tingkat pendidikan sebesar 0,840
dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti Ho ditolak. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali.
Pengujian Pengaruh Tidak Langsung

Pengujian Penyerapan Tenaga Kerja sebagai Variabel Mediasi pengaruh Upah
Minimum terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Untuk Mengetahui penyerapan tenaga kerja sebagai variabel mediasi atau
tidak dari pengaruh upah minimum terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi
Bali digunakan pengujian pengaruh tidak langsung. Berdasarkan hasil perhitungan di
dapatkan nilai z hitung sebesar 3,261 > z tabel sebesar 1,96, maka Ho ditolak. Artinya
penyerapan tenaga kerja merupakan variabel mediasi pengaruh upah minimum
terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.

Pengujian Penyerapan Tenaga Kerja sebagai Variabel Mediasi pengaruh Tingkat
Pendidikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Untuk Mengetahui penyerapan tenaga kerja sebagai variabel mediasi atau
tidak dari pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi

Bali di dapatkan nilai z hitung sebesar 4,333 > z tabel sebesar 1,96, maka Ho ditolak.
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Artinya penyerapan tenaga kerja merupakan variabel mediasi pengaruh tingkat
pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.
Implikasi Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan upah minimum dan pendidikan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga Kerja, ini berarti upah
minimum merupakan salah satu faktor penentu penyerapan tenaga kerja yang berarti
menaikkan kemakmuran penduduk, sejalan dengan pendidikan yang tinggi, maka laju
pertumbuhan angkatan kerjanya pun cukup tinggi. Berdasarkan teori klasik (Arsyad,
1997) pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah.

Hubungan tingkat pendidikan dengan penyerapan tenaga kerja adalah positif
yang menyatakan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan atau pendidikan yang
ditamatkan maka akan semakin tinggi pula tingkat pekerjaan yang dimiliki tenaga
kerja. Standar pekerjaan yang dimaksud adalah berupa pilihan pada pekerjaan —
pekerjaan yang ada pada umumnya. Tingginya tingkat pendidikan yang ditamatkan
dan memiliki skill tentu akan banyak tenaga kerja yang serap dalam perusahaan
karena perusahaan sangat membutuhkan tenaga kerja yang memiliki skill untuk
memperlancar kegiatan produksi.

Hasil menunjukkan upah minimum, tingkat pendidikan dan penyerapan
tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kesejahteraan
masyarakat, berdasarkan welfare economics dalam Black's Law Dictionary (Wolfson,
1997:218) menyebutkan kesejahteraan masyarakat dinilai dari pemerintahan pada

suatu bangsa yang menjalankan berbagai program sosial, kesejahteraan bagi warga
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negara menjadi kewajiban negara baik dari segi penghasilan, pendidikan, pendapatan
serta jaminan asuransi kepada masyarakatnya.

Penyerapan tenaga kerja memediasi pengaruh upah minimum dan tingkat
pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini diartikan kesejahteraan
penduduk berkaitan erat dengan penyerapan tenaga kerja pada perusahaan serta
pendapatan yang diperoleh rumah tangga. Dalam welfare economics, dengan
pendapatan yang diperoleh maka rumah tangga akan memiliki kesempatan yang lebih
besar untuk menyekolahkan anggotanya. Melalui jalur pendidikan maka sumber daya
manusia dapat ditingkatkan sehingga mempunyai kesempatan lebih besar untuk
memperoleh pekerjaan dan peningkatan upah (Ela. dkk 2018)

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka ahal-hal yang
dapat disimpulkan yaitu upah minimum dan tingkat pendidikan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali
tahun 2014-2018. Upah minimum, tingkat pendidikan dan penyerapan tenaga kerja
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di
kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2014-2018. Penyerapan tenaga kerja memediasi
pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat
di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2014-2018.

Berdasarkan simpulan, saran-saran yang dapat diberikan Pemerintah pusat
maupun daerah di Provinsi Bali harus memperhatikan pemerataan dalam aspek

pendapatan dengan berfokus kepada penetapan nilai upah dengan tepat untuk
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meningkatkan kehidupan yang layak khususnya bagi para pekerja tetapi juga tanpa
merugikan kelangsungan hidup perusahaan. Pemerintah seyogyanya memiliki sinergi
antara pemerintahan kabupaten/kota dan Provinsi serta pusat untuk penyusunan
program-program dalam penyelenggaraan pendidikan beserta biaya yang
menyertainya. Agar kebijakan pengeluaran pemerintah tidak hanya bertujuan untuk
meningkatkan pertumbuhan tetapi juga dipertegas bahwa dalam pertumbuhan akan
diciptakan peningkatan perluasan kesempatan kerja, mengingat masih kecilnya
elastisitas kesempatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali.
Pemerintah sebaiknya meningkatkan produktifitas tenaga kerja di berbagai sektor
dengan memberikan latihan keterampilan bagi tenaga kerja serta memperluas
kesempatan kerja sehingga output meningkat dengan cara meningkatan alokasi
anggaran untuk pendidikan dan pada akhirnya dapat memacu pertumbuhan ekonomi

sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat.
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